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Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan agar 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota 
dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

1. � Mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji untuk kesehatan yang 
salah satunya berupa upaya peningkatan akses masyarakat 
terhadap air minum dan sanitasi sebagai bagian dari upaya 
pelayanan kesehatan preventif. 

2. � Dengan mengacu kepada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran 
kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan akses 
air minum dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk 
mencapai universal access air minum dan sanitasi Tahun 2019 
serta untuk pendanaan pembangunan sanitasi permukiman 
sesuai kebutuhan. 

Demikian Surat Edaran lnl disampaikan untuk dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 April 2015 
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Tembusan: 
1. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
2. Menteri Dalam Negeri 
3. Menteri Keuangan 
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 
5. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan 
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